WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 60 TAHUN 20\8

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SALATIGA NOMOR 12
TENTANG KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,

Menimbang

Mengingat

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur

dan tertib administrasi penerapan standar
akuntansi pemerintahan Dberbasis akrual di
lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, telah
ditetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Salatiga;

bahwa  sehubungan dinamika perkembangan
keadaan dan peraturan perundang-undangan
dibidang pengelolaan barang milik daerah, maka
perlu mengatur secara khusus Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Salatiga Nomor 12 tentang Koreksi
Kesalahan, Perubahan  Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi
yang Tidak  Dilanjutkan berpedoman  pada
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (IPSAP);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga Nomor 12
tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Operasi yang Tidak Dilanjutkan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara IRepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43595);
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10.

11

12.

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undan;-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S€79);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik' Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 516595);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah  (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negare Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213)

.Peratu-an Daerah Kotz Salatiga Nomor 2 Tahun

2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun
2016 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan  Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Wealikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita
Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013
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Menetapkan

Nomor 37), sebagaimana teiah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor
25 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017
Nomor 25);

15.Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan
Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kota Salatiga
Tahun 2014 Nomor 17), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 70
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan
Akun Standar (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun
2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA SALATIGA NOMOR 12 TENTANG
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Salatiga.

Pemerintah Dacsrah adalah Walikota sebazai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Walikota adalah Walikota Salatiga.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang

selanjutnya  disingkat APED, adaleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan Dbertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah.



10.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang yang wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

11.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi atau
Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

12.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan
serta penginterpretasian atas hasilnya.

13.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih
oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan
Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan
pengguna laporan keuangan dalain rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar
entitas.

14.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga Nomor
12 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Operasi yang Tidak Dilanjutkan yang selanjutnya
disebut Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan,
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan adalah
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengenai
koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi,
perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak
dilanjutkan.

15.Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

16.SAP Berbasis Akrual adalanh SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBD.

17.Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang
selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi
judul, nomor dan tanggal efektif.

18.Sistem  Akuntansi Pemerintah Daerah, yang
selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan
di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.

19.Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa  itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar.
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20.Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
kas atau setars kas diterima atau dibayar.

21.Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan
berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ‘ekuitas
dana berbasis akrual.

22.Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya
disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, ransfer,
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode.

23.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran/Sisa Kurang Perhitungan
Anggaran, koreksi dan SAL akhir.

24 .Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi
posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai
aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

25.Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO,
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas
Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO,
beban dan surplus/defisit operasional dari suatu
Entitas Pelaporan yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.

26.Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK,
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
surrber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas
selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.

27 .Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya
disingkat LPE, adalah laporan yang menyajikan
informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri
dari ekuitas awal, surplus/d:zfisit-LO, koreksi dan
ekuitas akhir.

28.Catatan atas Laporan Keuangan, yang sclanjutnya
disingkat CalK, adalah laporan yang nenyajikan
informasi 'entang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atés nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
LPSAL, LC, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka
nengungkapan yang memadai.

29.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa
dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi
bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban,
ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat
pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.

30.Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.
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31.Pengungkapan adalah laporan keuangan yang
menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan
oleh Pengguna Anggaran.

32.Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening
Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran
Lebih dalam  periode tahun anggaran’  yang
bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah
dan tidak perlu dibayar kembali olehh Pemerintah
Daerah. :

33.Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.

34.Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akandiperoleh pembayarannya kembali oleh
Pemerintah Daerah.

35.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi  jasa  dalam periode pelaporan  yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

36.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

37.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satu¢n uang,
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.

38.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi dari Pemerintah Daerah.

39.Ekuitas adelah kekayaan bersih Pemerintah Daerah
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
Pemerintah Daerah.

40.Koreksi adalah tindakan pembectulan secara akuntansi
agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan
entitas menjadi sesuai denngan yang sehacusnya.

41.Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,
piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan
adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang
berjalan.

42.Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS,
adalah daitar kodefikasi dan klasifikasi terkait
transaksi keuangan yang disusun secara sistematis
sebagal pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan
pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.



43.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari Kketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2
Peraturan Walikota ini merupakan pedoman bagi Entitas
Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan
Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis
akrual mengenai koreksi kesalahan, perubahan kebijakan
akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi
yang tidak dilanjutkan.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,
DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Pasal 3

(1) Kebijakar. Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi,
dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan terdiri atas:

a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. kebijakan akuntansi akun.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan
atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi
sebagai panduan dalam  penyajian  pelaporan
keuangan.

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan
transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan
akuntansi dalam SAP; dan

b. pengaturan yang lebih rinci ates kebijakan
akuntansi dalam SAP.

Pasal 4

(1) Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi,
dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

pendahuluan;

definisi;

koreksi kesalahan;

perubahan kebijakan akuntansi;

perubahan estimasi akuntansi; dan

operasi yang tidak dilanjutkan.

(2) Uraian Kebijakan Akuntansi Koreksi Kz=salahan,
Perubahan Kebijakar. Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini. r
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BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mulai
Tahun anggaren 2018 yang berkaitan dengan ‘Koreksi
Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita
Deaerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 37),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 25 Tahun 2017
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota
Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota
Salatiga Tahun 2017 Nomor 25), sepanjang menyangkut
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga Nomor 12
tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi
yang Tidak Dilanjutkan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalara Berita Daerah
Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 30 pecanber 2018

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal: 20 Peember 2018

SEKRETARIS D KOTA SALATIGA,

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 60D



A.

LAIIPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR TAHUN

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA SALATIGA NOMOR
12 TENTANG KOREKSI KESALAHAN,
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,
DAN OPERASI YANG TIDAK
DILANJUTKAN '

PENDAHULUAN

Tujuan

3

Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi
kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan,perubahan
kebijakan akuntansi, perubahan estimasi aluntansi, dan operasi yang
tidak dilanjutkan.

Ruang Lingkup

2
i

w

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus
menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh
kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi
akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan
keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi,
termasuk badan layanan uamum, yang berada di bawah Pemerintah Kota
Salatiga.

DEFINISI

¢ Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai
oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan.

e Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak
sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan
keuangan periode berjalan atau periode sebeiumnya.

¢ Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos
yang tersaji dalam laporan ksuangan entitas menjadi sesuai dengan
yang seharusnya.

* Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi
tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi,
program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat
dihentikan tanpa mengganggu fungsi, progiam, atau kegiatan yang
lain.
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e Pcrubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahun kondisi
yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi
baru pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau
perkembangan lain. '

e Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar
muka laporan keuangan.

KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa

periode sebelumilya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti

transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalaharn dalam penetapan

standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta,
kecurangan, atau kelalaian.

a. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh
signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya
sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan
lagi.

b. Kesalahan ditinjau cari sifat kejadianaya dikelompokkan dalam 2
(dua) jenis:

1) kesalahan yang tidak berulang; dan
2) kesalahan yang berulang dan sistemik.

c. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan
tidak akan terjadi kemktali yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:

1) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
2) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya.

d. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang
disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi
tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

Contohnya penerimaan pajak dari wajit pajak yang memerlukan
koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambaha:1 pembayaran
dari wajib pajak.

e. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah
diketahui.

f. Koreksi suatu kesalahan akuntansi dilakukan dengan menyesuaikan
Jjumlah koreksi pada Saldo Anggaran Lebih atau pada saldo Ekuitas.
Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

g. Koreksi kesalahan atas selisih klaim dari pengajuan piutang kegiatan
operasional BLUD dilakukan dengan menyesuaikan jumlah koreksi
pada biaya non operasional atau pendapatan non operasional. Koreksi
yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
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h. Kesalahan dikelompokkan berdasarkan sifat kejadiannya, yang terdiri

atas:

1) Kesalahan tidak berulang.
Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak

akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan dalam 2 (dua)

jenis, yaitu:

a)

b)

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun
yang tidak dilakukan dengan pembetulan pada ¢kun yang
bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun
pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun
pendapatan-LO atau akun beban.
Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya.
Koreksi kesalabhan yang tidak berulang yang terjadi pada
periode sebelumnya dibedakan pada terbit atau belum
terbitnya laporai. keuangan.
Atas laporan keuangan periode sebelumnya yang belum
diterbitkan, koreksi kesalahan yang tidak bervlang dan
mempengaruhi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada
akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA
atau akun belanja, maupun akun pendapatan-l.O atau akun
beban. Koreksi kesalahan untuk laporan keuangan periode
sebelumnya yang sudah diterbitkan, dilakukan dengan:

(1) Atas pengeluaran belanja yang tidak berulang dan
mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan
pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.

(2) Atas pengeluaran belanja yang tidak berulang dan
mengakibatkan pengurangan kas, dilakukan dengan
pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

(3) Atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang dan
mengakibatkan penambahan atau pengurangan Kkas,
dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
aset bersangkutan.

(4) Atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan
pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas serta
tidak memr pengaruhi secara material posisi aset selain kas,
dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-
lain-LO.

(5) Atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan
penambahan beban dan mempengaruhi posisi kas serta
tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas,
dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
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(6) Atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakulzan
dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo
Anggaran Lebih. '

(7) Atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, dilakukan
dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

(8) Atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak
berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas,
dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
Saldo Anggaran Lebih.

(9) Atas pencatatan kewajiban dan menambah maupun
mengurangi posisi kas, dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas den akun kewajiban bersangkutan.

2) Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan berulang dan sistemiik adalah kesalahan yang
disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi
tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.
Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi,
melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi
pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode sebelumnya
terhadap posisi kas dilaporken dalam Laporan Arus Kas tahun
berjalan pada ektivitas yang bersangkutan, serta koreksi
kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu
entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi
keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi
yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi
sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi,
metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila
penerapar suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh
peraturan perundangan atau standar akuniansi pemerintahan yang
berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan,
atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan
keuangan entitas.
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12.

16.

17.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. adopsi suatu kebijakarl akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang
secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya,
dan :

b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi
yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu

perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut

harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan

persyaratan- persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengarunnya harus diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi
aluntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan
penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada
Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya
sesuai sifat perubahai. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa
manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-
tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak
memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan
pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah daerah
dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program,
proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat
operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif
penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan
sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau
dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada
penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuengan.

Agar laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang
dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun
berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang
dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun
berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah
operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada

.



18.

umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal

penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang,

penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

a. penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara
evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand

(permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian
kebutuhar: lain;

fungsi tersebut tetap ada;
c. beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus,
selebihnye berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek,
kegiatan ke wilayah lain; dan/atau
menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat
biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.
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